WALIKOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PENATAAN KECAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka Penataan Wilayah Daerah Kota

Mengingat: 1.

Pekanbaru, meningkatkan pelayanan, pemberdayaan dan
kesejahteraan Masyarakat Kota Pekanbaru umumnya dan
Kecamatan Tampan, Kecamatan Tenayan Raya, Kecamatan
Rumbai serta Kecamatan Rumbai Pesisir serta adanya aspirasi
yang berkembang dalam masyarakat, sehingga dipandang

perlu membentuk Kecamatan baru;

.bahwa untuk mewujudkan dan mencapai sasaran

sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sesuai dengan Undang
- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang

Kecamatan maka perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Daerah tentang Penataan Kecamatan;

Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 19);
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Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang — Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang — Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indoenasia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1987 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Pekanbaru dengan Daerah Tingkat II Kampar dan Kabupaten
Tingkat II Bengkalis (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indoenasia Nomor 3360);

. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai
Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3952);

. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6206);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2015
tentang Batas Daerah Kabupaten Kampar dengan Kota
Pekanbaru Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5688);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2018
tentang Batas Daerah Kota Pekanbaru dengan Kabupaten
Kampar Siak dan Kota Pekanbaru dengan Kabupaten
Pelalawan Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6218);
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9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kecamatan Marpoyan Damai, Kecamatan Tenayan Raya,
Kecamatan Payung Sekaki dan Kecamatan Rumbai Pesisir
(Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2003 Nomor 06);

10. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kota
Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016
Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru

Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKANBARU
dan

WALIKOTA PEKANBARU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN KECAMATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

) 8

2
3.
4

Daerah adalah Daerah Kota Pekanbaru.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru.

Walikota adalah Walikota Pekanbaru.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai
unsur penyelenggara pemerintah daerah.

Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan
Masyarakat hukum yang mempunyai batas - batas wilayah yang
berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan

aspirasi masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
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